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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya/berdasarkan hasil 
penelitian mengenai Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan 
Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi Terhadap Pelayan Pribadinya di 
Jerman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
1. Tindakan Pejabat Diplomatik Arab Saudi tersebut bertentangan 
dengan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 karena tidak 
menghormati hukum nasional dan peraturan perundang-undangan di 
Negara tempat ia diakreditasikan. 
2. Pejabat Diplomatik Arab Saudi tidak dapat dituntut menurut hukum 
Jerman karena sebagai perwakilan suatu Negara, pejabat diplomatik 
tersebut kebal dari kekuasaan hukum pidana Jerman selaku Negara 
penerima, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) 
Konvensi Wina 1961.  
B. Saran 
 Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya/berdasarkan hasil 
penelitian mengenai Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan 
Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi Terhadap Pelayan Pribadinya di 
Jerman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
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1. Pejabat diplomatik harus lebih memahami dan mengormati hukum di 
Negara penerima agar tidak terjadi pelanggaran seperti yang 
dilakukan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi di Jerman. 
2. Negara penerima harus memperhatikan latar belakang (curriculum 
vitae) dari calon perwakilan asing tersebut dan lebih selektif dalam 
menerima perwakilan asing di Negaranya agar tindakan pelanggaran 
ataupun kekerasan tidak terjadi di wilayahnya. 
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